
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa  kesimpulan dari hasil penelitian atas permasalahan hukum yang ada, yaitu:  

 

5.1.1 Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam melalui praktik situs jasa layanan 

nikah sirri online di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Informasi & Transaksi 

Elektronik dan Kompilasi Hukum Islam?  

Sebagai dasar yang mengacu kepada undang-undang, sahnya perkawinan diatur  dalam 

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Perkawinannya sendiri dilakukan 

sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh para  pihak yang akan menyelenggarakan perkawinan 

tersebut. Adapun sepanjang  kepercayaan tersebut tidak bertentangan, maka para pihak yang akan  

menyelenggarakan perkawinan tersebut memiliki kebebasan untuk memilih sesuai  dengan 

kepercayaannya. Dalam Agama Islam, terdapat peraturan mengenai hal  tersebut yang tertuang 

dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan  perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Di lain sisi,  perkawinan yang sah dalam Agama Islam perlu memenuhi 

beberapa rukun dan syarat  dari perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) 

orang saksi, dan  ijab qabul. Setelah seluruh rukun dan syarat dari perkawinan tersebut terpenuhi,  

pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban lanjutan yang harus ditempuh  bilamana para 

pihak yang menyelenggarakan perkawinan sudah resmi menjadi  sepasang suami-istri. Hal ini 

dilakukan karena perkawinan itu sendiri menimbulkan  suatu akibat yuridis yang tercantum dalam 

Pasal 5 ayat (1) KHI yang mengatakan  bahwa agar terjaminnya suatu ketertiban, dalam upaya 

untuk mendapatkan kepastian  hukum maka perkawinan tersebut wajib dicatatkan. Perkawinan 

yang dilakukan tanpa  adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah, hanya saja pengakuannya 

hanya  sebatas dalam ranah agama dan kepercayaan dan kedudukannya akan tetap tidak sah  dimata 

hukum. Fenomena perkawinan sirri online yang marak terjadi menjadi suatu  kesimpangan yang 

terjadi ditengah kemajuan teknologi ini, hak itu terjadi karena  semua unsur pernikahan ini tidak 

jelas dan bertentangan dengan beberapa aturan hukum. Mulai dari orang yang dinikahi wali dan 

saksi, dimana tidak dapat dijelaskan  bahwa wali dan saksi bukan dari perempuan. Akibat dari 



kenyataan tersebut timbul  semacam dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, yakni perkawinan 

sah menurut  hukum agama Islam namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak  

diakui negara. Dapat dijelaskan bahwa akad yang dilaksanakan melalui perkawinan  sirri online 

adalah akad palsu, dalam arti hanya palsu karena penyedia jasa dan calon  pengantin belum 

memenuhi atau menegakkan semua rukun dan syarat perkawinan,  dan perwakilan yang hadir 

menganggap pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang  sah menurut agama agar memiliki 

hubungan biologis bebas dari lawan jenis.  Sayangnya, karena mudah dan juga murah untuk 

dilakukan, praktik nikah sirri online ini justru disalahgunakan dan menjadi suatu ajang praktik 

prostitusi terselubung.  Spekulasi tersebut timbul bukan semata-mata hipotesa dari penulis, 

melainkan  faktanya perkawinan tersebut tidak dilakukannya pencatatan, yang mana perkawinan  

tersebut berpotensi merugikan pihak terkait, khususnya pihak seorang perempuan.  Disisi lain, hal 

ini berbanding terbalik dengan tujuan perkawinan itu sendiri, dimana  tujuan utama perkawinan 

ialah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan  bahagia di antara suami-istri dengan 

maksud melanjutkan keturunan. Adapun penulis  menilai bahwa perkawinan sirri online ini 

melanggar ketentuan perkawinan yang  berlaku, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan maupun  Kompilasi Hukum Islam, nikah sirri online juga melanggar 

ketentuan dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan 

pernikahan sirri online dinyatakan telah menyalahgunakan media internet untuk  mempromosikan 

mitra yang ingin mencari pasangan dan menyewakan jasa penghulu,  saksi nikah, hingga wali 

nikah kepada masyarakat yang ingin menikah sirri secara  online.Berdasarkan dari segala yang 

telah diuraikan diatas, diketahui bahwa legalitas  dari perkawinan sirri online menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia adalah perkawinan online yang tidak dapat 

dibenarkan keabsahannya  karena perkawinan sirri online ini dilakukan dengan dasar yang 

menyimpang baik  dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum  Islam, bahkan hingga Undang-Undang ITE sekalipun. Dengan demikian, perkawinan  

sirri online telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19  tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang  memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27  ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lebih 

lanjut, mengingat  kedudukan situs jasa layanan nikah sirri online tergolong sebagai 

penyelenggaraan  sistem elektronik, maka apabila penyelenggara sistem elektronik gagal untuk  

memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki, maka dapat dikenakan sanksi  administratif yang 

dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian  sementara, pemutusan akses, 

dan/atau dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem  elektronik.  

 

5.1.2 Apakah dokumen yang dikeluarkan oleh situs jasa layanan nikah sirri online di  

Indonesia merupakan dokumen elektronik yang sesuai hukum ITE dan menjadi  alat 

bukti pencatatan perkawinan?  

Situs nikah sirri online dapat digolongkan sebagai perdagangan ajsa penyediaan  wadah 

untuk melangsungkan pernikahan sirri secara online, dimana segala sesuatu terkait  persiapannya 

akan diurus oleh penyedia jasa layanan tersebut. Jadi, pihak pria dan pihak  wanita yang ingin 

menikah sirri secara online hanya perlu membayar sejumlah uang  berdasarkan yang telah 

disepakati dengan pihak penyedia jasa, dan bisa langsung menikah,  tanpa mengurus surat-surat 

maupun persyaratan yang lainnya. Dengan demikian, dapat  dikategorikan bahwa situs penyedia 

jasa nikah sirri online juga termasuk dalam kegiatan  perdagangan elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7  tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana 

setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin  ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Adapun 

pencatatan perkawinan tersebut dilakukan  oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun  1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Untuk 

memenuhi ketentuan dalam pasal 5,  dimana dikatakan bahwa setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah  pengawasan Pegawai Kantor Urusan Agama. Akta Nikah 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat  Nikah menjadi salahsatu bukti kuat untuk memvalidasi suatu 

perkawinan. Sedangkan  perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang tidak berwenang, 

tidak mempunyai  kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang 

berlaku tidak  terpenuhi. Mengingat aturan yang masih belum jelas terkait dengan sistem nikah 

sirri online  yang digunakan oleh para penyedia situs jasa layanan nikah sirri online tersebut, 

terdapat keberagaman dari penerapannya. Mulai dari situs yang memberikan surat pernyataan 

nikah  sirri hingga yang tidak melampirkan apapun sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.  



Merujuk pada hakikat nikah sirri yakni sebagai nikah diam-diam atau sembunyi-sembunyi,  yang 

mana ciri dari pernikahan ini adalah ada pencatatan atas peristiwa hukum tersebut.  Meskipun 

terdapat dokumen surat keterangan nikah sirri yang diberikan oleh penyedia jasa  layanan nikah 

sirri online kepada kedua mempelai wanita dan pria, kedudukan dari dokumen  tersebut tetap 

dipertanyakan. 

Menurut Justika by Hukum Online, surat pernyataan nikah sirri merupakan surat  yang 

memuat terkait pernyataan telah terjadi pernikahan antara suami-istri, dimana di  dalamnya juga 

termuat tanda tangan dari saksi yang sewaktu itu menjadi saksi pernikahan  sirri serta pejabat 

setempat yang mengetahui peristiwa hukum tersebut dan diakhiri dengan  bubuhan tanda tangan 

dari sepasang suami-istri.1 Jika dikaitkan dengan mekanisme nikah  sirri online, selain daripada 

saksi dan wali nikah yang disediakan oleh penyedia jasa nikah  (berarti tidak memiliki hubungan 

dengan calon mempelai sehingga tidak sejalan dengan  amanat undang-undang tentang ketentuan 

wali dan saksi nikah), diketahui banyak pasangan  yang menikah secara sirri online agar terhindar 

dari perbuatan zina sementara tujuan dari  perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 

membangun rumah tangga yang  bahagia dan kekal, maka hal ini sudah tidak sesuai dengan rukun 

dan syarat perkawinan.  

Oleh  sebab itu, perkawinan dalam nikah sirri online yang tidak memenuhi syarat dan 

rukun  perkawinan dinyatakan tidak sah. Oleh sebab itu, segala bentuk dokumen yang semula  

diibaratkan sebagai bukti surat bahwa telah terjadi pernikahan sirri juga dianggap tidak sah  dan 

tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Dengan demikian, tentu saja surat bukti tersebut  tidak 

bisa dipersamakan sebagai alat pencatatan perkawinan.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merangkum  

beberapa saran sebagai berikut:  

Sejauh ini, masih marak sekali situs perkawinan sirri online yang menjamur di internet. Hal  

tersebut tak luput dari kurangnya sanksi tegas yang diberikan kepada para pelaku yang  

menyelenggarakannya dan tentunya masih banyak masyarakat yang kurang sosialisasi mengenai  

 
1 Justika by Hukum Online, “Surat Pernyataan Nikah Siri, Begini Cara Membuat dan Contoh Lengkapnya”,  
https://blog.justika.com/keluarga/surat-pernyataan-nikah-siri/, diakses pada 15 Desember 2022 



akibat yang dapat ditimbulkan dari mengikatkan diri dalam perkawinan melalui situs perkawinan 

sirri online. Mengacu pada hal tersebut, pemerintah perlu menindaklanjuti para oknum atau pelaku  

pembuat situs perkawinan sirri online dengan menjatuhkan sanksi berupa denda maupun kurungan  

agar memberikan efek jera termasuk para penyelenggaranya seperti penghulu, saksi, dan wali yang  

mana merupakan pelaku perkawinan sirri online tersebut. 

Rendahnya kesadaran masyarakat  terhadap kekuatan hukum dari perkawinan tersebut 

membuat para pelanggan situs perkawinan sirri  online juga menjadi masalah besar. Karena di 

masa sekarang ini, hampir semua orang ingin  melakukannya banyak hal yang serba cepat dan 

murah dengan dalih efisiensi tanpa memikirkan  akibat hukum dalam jangka panjang. Khawatirnya 

karena rendahnya kesadaran dan juga sosialisasi  dari pemerintah, masyarakat menjadi kurang hati-

hati dan terkesan gegabah saat mengambil  keputusan, bahkan yang menjadi suatu masalah besar 

ketika perkawinan sirri online ini menjamur  menjadi budaya dikalangan masyarakat tanpa adanya 

kekhawatiran terkait kedudukan hukum bagi  para pelakunya. Dalam kasus ini, sosialisasi yang 

dilakukan pemerintah terhadap keabsahan dari  perkawinan sirri online tersebut dan juga 

sosialisasi terhadap akibat hukumnya sangat dibutuhkan untuk menghentikan maraknya 

perkawinan sirri online ini dan juga tetap mengindahkan pernikahan sebaik-baiknya tanpa 

menggeser norma yang ada di masyarakat. 

Mengacu pada pembahasan diatas, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa  

layanan sirri online ini tidak sah karena mengacu kepada perkawinan sirri online yang  

diselenggarakannya mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. 

Dengan begitu, pemerintah perlu menggali mengenai alasan pasti alasan masyarakat lebih memilih  

untuk melakukan perkawinan sirri online daripada melangsungkannya di kantor KUA. Meskipun 

memang terdapat beberapa alasan yang mengatakan bahwa sebagian orang melangsungkan  

perkawinan sirri online sebab salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dan juga 

beberapa  hanya sebagai formalitas untuk menghalalkan perzinahan, namun beberapa kalangan 

lain yang tidak  menjadikan hal tersebut sebagai alasan memilih perkawinan sirri online perlu 

dicari tahu alasan  memilih untuk melangsungkannya melalui jasa layanan perkawinan sirri online. 

Selanjutnya, perlu  sosialisasi dan juga upaya yang ditekankan kepada masyarakat mengenai akibat 

hukum para pengguna jasa layanan tersebut, adapun himbauan juga mengenai kegunaan akta 

perkawinan yang  sah dan juga perkawinan yang dicatatkan memiliki dampak berupa apa-apa saja. 
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